




PETA PROSES BISNIS DP3AP2KB PROVINSI NTB

A. IDENTIFIKASI ISTRUMEN PENENTUAN PROSES

Misi 6: NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

NO TUJUAN SASARAN IDENTIFIKASI
KALIMAT PROSES

JENIS
PROSES

KODE
PROSES

IDENTIFIKASI KALIMAT SUB
PROSES

KODE SUB
PROSES

PENANGGUNG
JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya

Peningkatan
pemberdayan
perempuan

Meningkatkan
Partisipasi
Perempuan dalam
Pembangunan

Peningkatan kualitas
Pemberdayaan
Perempuan

Utama PB.DP3AP2K
B.01

Pengarusutamaan Gender Dan
Pemberdayaan Perempuan

PB.DP3AP2KB.0
1.01

Bidang KHP, PP

Perlindungan Perempuan PB.DP3AP2KB.0
1.02

BidangPP, KHP,
UPTD

Peningkatan Kualitas Keluarga PB.DP3AP2KB.0
1.03

Bidang KHP, PPKB

Pengelolaan Sistem Data
Gender Dan Anak

PB.DP3AP2KB.0
1.04

Bidang KHP

2 Terwujudnya
Peningkatkan
pemenuhan
hak anak dan
perlindungan
khusus anak

Meningkatkan
pemenuhan hak anak
dan perlindungan
khusus anak

Peningkatan
pemenuhan hak anak
dan perlindungan
khusus anak

Utama PB.DP3AP2K
B.02

Pemenuhan Hak Anak PB.DP3AP2KB.0
2.01

Bidang PHA, PKA

Perlindungan Khusus Anak PB.DP3AP2KB.0
2.02

Bidang PKA, PHA

Pendewasaan usia
perkawinan pertama

Peningkatanusia
perkawinan pertama
perempuan

Pendukung PB.DP3AP2K
B.03

PengendalianPenduduk PB.DP3AP2KB.0
3.01

Bidang PPKB, PKA,
PHA

PembinaanKeluargaBerencana
(KB)

PB.DP3AP2KB.0
3.02

Bidang PPKB, PP

PemberdayaandanPeningkatan
Keluarga Sejahtera (KS)

PB.DP3AP2KB.0
3.03

Bidang PPKB, KHP

Peningkatan
Pengelolaan
Administrasi Umum
Penunjang
Pemerintahan

Pendukung PB.DP3AP2K
B.04

Peningkatan Pengelolaan Intern
Administrasi

PB.DP3AP2KB.0
4.01

Skretariat
DP3AP2KB Provinsi

NTB



B. PETA PROSES BISNIS

SUPLIER & INPUT OUTPUT & CUSTOMERPROSES

PROSES UTAMA

PROSES PENDUKUNG

PB.DP3AP2KB. 01 PB.DP3AP2KB. 02

Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan

Perempuan

Peningkatan
Pemenuhan Hak Anak

dan Perlindungan
Khusus Anak

PB.DP3AP2KB.03

PeningkatanUsia
Perkawinan Pertama

Perempuan

PEMERINTAH

MASYARAKAT

MEDIA MASSA

Akuntabilitas /
Pelaporan

Tingkat Kepuasan,
Layanan Perlindungan
Perempuan dan Anak

LayananPublikasi,
Brand Image

AKADEMISI

Kajian Akademis

Kementerian PPPA,
Eksekutif, Legislatif

& BPKAD

MASYARAKAT & LSM

Akademisi

MEDIA MASSA

Regulasi / Kebijakan
/ Anggaran

Permintaan
Informasi, Konsultasi

dan Layanan

Permintaan
Informasi, Konsultasi

dan Layanan

Permintaan
Informasi, Konsultasi

dan Layanan
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PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan Pengelolaan
Administrasi Umum

Penunjang Pemerintahan



C. PETA SUB PROSES BISNIS
1. PB.DP3AP2KB.01 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan hak
anak yang
berkualitas

Peningkatan usia
perkawinan sesuai
dengan peraturan
per-UU

PB.DP3AP2KB.01
Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan

PB.DP3AP2KB. 01.01
01

Pengarusutamaan
Gender dan

Pemberdayaan
Perempuan

PB.DP3AP2KB. 01.02

Peningkatan
Perlindungan
Perempuan

PB.DP3AP2KB. 01. 03

Peningkatan Kualitas
Keluarga

PB.DP3AP2KB. 01. 04

Pengelolaan Sistem
Data Gender

danAnak

PB.DP3AP2KB.02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak dan
Perlindungan Khusus

Anak

PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib
administrasi
sesuai per UU

PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan



2. PB.DP3AP2KB. 02 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

PB.DP3AP2KB.02
Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Khusus Anak

PB.DP3AP2KB. 02. 01

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak

PB.DP3AP2KB. 02. 02

Peningkatan
Perlindungan Khusus

Anak

PB.DP3AP2KB. 01

Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan

Perempuan
PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan

Pemberdayaan
perempuan yang
optimal Peningkatan usia

perkawinan sesuai
dengan peraturan
per-UU

PB.DP3AP2KB.04
Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib administrasi
sesuai per UU



3. PB.DP3AP2KB.03 Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan

PB.DP3AP2KB.03
Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan

PB.DP3AP2KB. 03. 02

Pembinaan Keluarga
Berencana (KB)

PB.DP3AP2KB. 03. 03

Pemberdayaan dan
Peningkatan

Keluarga Sejahtera
(KS)

PB.DP3AP2KB. 03. 01

Peningkatan
Pengendalian

Penduduk

PB.DP3AP2KB. 01

Peningkatan kualitas
Pemberdayaan

Perempuan

PB.DP3AP2KB. 02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak dan
Perlindungan Khusus

Anak

Pemberdayaan
perempuan yang
optimal

Terpenuhinya hak
dan perlindungan
anak

PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib
administrasi
sesuai per UU



4. PB.DP3AP2KB.04 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Penunjang Pemerintahan

PB.DP3AP2KB.04.
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum

Penunjang Pemerintahan

PB.DP3AP2KB. 04. 01

Peningkatan
pengelolaan Intern

Administrasi

PB.DP3AP2KB. 02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak dan
Perlindungan Khusus

Anak

PB.DP3AP2KB.01

Peningkatan
Pemberdayaan

Perempuan yang
Berkualitas

Terpenuhinya hak dan
perlindungan anak

Peningkatan
Kualitas
Keluarga

PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan

Peningkatan usia
perkawinan sesuai
dengan peraturan
per-UU



D. PETA RELASI
1. PB.DP3AP2KB.01 Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan

Pemenuhan hak
anak yang
berkualitas

Peningkatan usia
perkawinan sesuai
dengan peraturan
per-UU

PB.DP3AP2KB.01
Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan

PB.DP3AP2KB.02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak Dan
Perlindungan Khusus

Anak

PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib administrasi
sesuai per UU

PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan

Bidang
Kualitas Hidup

Perempaun

Semua Perangkat
Daerah Lingkup

Provinsi NTB

DPRD
Provinsi NTB

Komisi
Pemilihan

Umum

Bidang
Pemberdayaan

Perempuan

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia

UPTD PPPA,
Kab/Kota

Kementerian
PPPA

BP2MI NTB NGO / Ormas

KOREM WIRA
BHAKTI

POLDA NTB



2. PB.DP3AP2KB. 02 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

PB.DP3AP2KB.02
Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

dan Perlindungan Khusus Anak

PB.DP3AP2KB. 01

Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan
Perempuan

PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan

Pemberdayaan
perempuan yang
optimal Peningkatan usia

perkawinan sesuai
dengan peraturan
per-UU

PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib administrasi
sesuai per UU

Bidang
Pemenuhan Hak

Anak

Bidang
Perlindungan
Khusus Anak

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Dinas
Kesehatan

Dinas Sosial Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

UPTD PPPA,
Kab/Kota

Kementerian
PPPA

NGO / Ormas



3. PB.DP3AP2KB.03 PeningkatanUsia Perkawinan Pertama Perempuan

PB.DP3AP2KB.03
Peningkatan Usia Perkawinan Pertama Perempuan

PB.DP3AP2KB. 01

Peningkatan kualitas
Pemberdayaan

Perempuan

PB.DP3AP2KB. 02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak dan
Perlindungan Khusus

Anak

Pemberdayaan
perempuan yang
optimal

Terpenuhinya hak
dan perlindungan
anak

PB.DP3AP2KB.04

Peningkatan
Pengelolaan

Administrasi Umum
Penunjang

Pemerintahan

Tertib
administrasi
sesuai per UU

Bidang
Pengendalian

Penduduk dan KB

Bidang
Kualitas Hidup

Perempuan

Bappeda NTB BKKBN

DPMPD &
Pencacatan Sipil

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Kementerian
Agama

Dinas PPKB
Kab/Kota

Dinas
Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi

NGO / Ormas

Pemerintahan
Desa

Dinas Kesehatan



4. PB.DP3AP2KB.04 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Penunjang Pemerintahan

PB.DP3AP2KB.04.
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum

Penunjang Pemerintahan

PB.DP3AP2KB. 02

Peningkatan
Pemenuhan Hak

Anak dan
Perlindungan Khusus

Anak

PB.DP3AP2KB.01

Peningkatan
Pemberdayaan

Perempuan yang
berkualitas

Terpenuhinya hak dan
perlindungan anak

Peningkatan
Kualitas
Keluarga

PB.DP3AP2KB.03

Peningkatan Usia
Perkawinan Pertama

Perempuan

Peningkatan usia
perkawinan sesuai
dengan peraturan per-
UU

Sekretariat DP3AP2KB Provinsi NTB



E. TABEL INSTRUMEN PENENTUAN LINTAS FUNGSI

NO SUB PROSES OUTPUT/OUTCOME BIDANG
PENANGGUNGJAWAB IDENTIFIKASI AKTIVITAS (SUB KEGIATAN) PJ AKTIVITAS

PB.DP3AP2KB.0
1.01

Pengarusutamaan Gender
(PUG) dan Pemberdayaan
Perempuan

Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan

Proporsi kader perempuan
di partai politik

Bidang Kualitas Hidup
Perempuan (KHP)

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
PUG termasuk PPRG

3. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

1. DP3AP2KB (Bidang
KHP), Semua PD

2. DP3AP2KB, Semua PD
3. DP3AP2KB, DPRD,

Kesbangpoldagri,
KPU, Parpol, Bappeda
NTB

PB.DP3AP2KB.0
1.02

Perlindungan Perempuan Persentase Perempuan
Korban Kekerasan dan
TPPO yang mendapatkan
layanan komprehensif

Bidang Perlindungan
Perempuan(PP)

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lebaga Penyedia
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Provinsi

1. DP3AP2KB Provinsi &
Kab/Kota, Biro
Hukum, Disnaker,
Polda NTB,
Kemenkumham,
Dinsos, BP2MI NT,
Korem WB, NGO

2. DP3AP2KB Provinsi
dan Kab/Kota, UPTD
Kab/Kota, Disnaker,
Disdag, Disperin,
NGO

PB.DP3AP2KB.0
1.03

Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah Model Ketahanan
Keluarga

Bidang Kualitas Hidup
Perempuan (KHP)

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga

1. DP3AP2KB NTB,
Dinas Koperasi,
Puspaga, NGO

2. DP3AP2KB NTB,
Dinas Koperasi,
Puspaga, NGO

PB.DP3AP2KB.0
1.04

Pengelolaan Sistem Data
Gender Dan Anak

Tersedianya Dokumen Data
Gender dan Anak

Bidang Kualitas Hidup
Perempuan (KHP)

1. Rapat Persiapan
2. Pemberitahuan kepada Inatansi terkait Lingkup

Provinsi NTB
3. Pengumpulan Data
4. Pengolahan Data
5. Penyusunan Buku Saku Data Gender dan Anak

1. KHP
2. Semua PD

3. KHP
4. KHP
5. KHP

PB.DP3AP2KB.0
2.01

Pemenuhan Hak Anak Meningkatnya Jumlah
Kab/Kota yang memenuhi
Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak
Anak (PHA)

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Media dan
Dunia Usaha

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak

1. DP3AP2KB, Semua
PD, NGO

2. DP3AP2KB, Semua
PD, NGO



PB.DP3AP2KB.0
2.02

Perlindungan Khusus Anak Menurunnya Angka
Kekerasan dan Perkawinan
Anak

Bidang Perlindungan
Khusus Anak (PKA)

1. Koordiansi dan Singkronisasi Pencegahaan Kekerasan
terhadap Anak

2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan
Perlindungan Khusus

1. DP3AP2KB, Dinas
Perpustakaan dan
kerasipan,
Diskominfo, Dinsos,
Dikbud, Dikes, NGO

2. DP3AP2KB, Dinas
Perpustakaan dan
kerasipan,
Diskominfo, Dinsos,
Dikbud, Dikes, NGO

3. DP3AP2KB, Dinas
Perpustakaan dan
kerasipan,
Diskominfo, Dinsos,
Dikbud, Dikes, NGO

4. DP3AP2KB, Dinas
Perpustakaan dan
kerasipan,
Diskominfo, Dinsos,
Dikbud, Dikes, NGO

PB.DP3AP2KB.0
3.01

Pengendalian Penduduk Persentase perangkat
daerah (Dinas/Badan) yang
menyusun dan
memanfaatkan Rancangan
Induk Pengendalian
Penduduk

Jumlah model strategi
pengendalian penduduk
yang dikembangkan.

Bidang Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana (PPKB)

1. Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Grand Design
Pengendalian Kependudukan)

2. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di SLTA – MA, jalur Non
formal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok
Kegiatan

1. DP3A2KB, Bappeda,
BKKBN, DPMD
Dukcapil,
Disnakertrans,
Kesehatan

2. DP3AP2KB, Bappeda,
BKKBN, DPMD
Dukcapil, Kemenag,
PPKB Kab/Kota.

PB.DP3AP2KB.0
3.02

PembinaanKeluargaBerencan
a (KB)

Jumlah Design Program KIE
KKBPK yang dihasilkan

Persentase Keluarga Anak
Usia 0-5 tahun yang
menggunakan KKA dan
KMS

Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (PPKB)

1. Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra
Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE
Program KKBPK

2. Peningkatan Peran Serta danKerja Sama Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

1. DP3AP2KB, BKKBN,
Dikes, Dikbud,
NGO/Ormas

2. DP3AP2KB, BKKBN,
Dikes, Dikbud,
NGO/Ormas

PB.DP3AP2KB.0
3.03

Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)

Jumlah keluarga yang
mempunyai balita dan
anak yang memiliki 1000
HPK

Bidang Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana (PPKB)

1. Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan,
Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK

2. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program

1. BKKBN, Dinas Sosial,
DMPD Dukcapil,
Pemerintah Desa,
Pengelelola Poktan,
Dikes,



Jumlah BKB yang holistic
integrative dengan
posyandu dan PAUD

Ketahanan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL, UPPKS dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

2. BKKBN, Dinas Sosial,
DMPD Dukcapil,
Pemerintah Desa,
Pengelelola Poktan,
Dikes.

PB.DP3AP2KB.0
3.03

Peningkatan Pengelolaan
Intern Administrasi

Persentase tertib
administrasi penunjang
urusan pendukung

SEKRETARIAT 1. Penyusunan dokumen perecanaan anggaran (DPA)
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Negara
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD
7. Penyediaan Barang Logistik SKPD

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Keuangan dan Kinerja Akhir

10. Laporan Pelaksanaan Keuangan Kinerja Akhir Tahun
SKPD

1. Subag Perencanaan
2. Subag Perencanaan
3. Subag Perencanaan

4. Subag Perencanaan

5. Subag Perencanaan
6. Subag Perencanaan

7. Subag Umum dan
kepegawaian

8. Subag Umum dan
Kepegawaian

9. Subag Perencanaan

10. Subag Perencanaan



F. PETA LINTAS FUNGSI / CROS FUNGTIONAL MAP (CFM)

PB.DP3AP2KB.01.01 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

DP3AP2KB NTB
(Bidang KHP)

Semua PD Lingkup
Prov. NTB

DPRD

Kesbangpoldagri

KPU

Parpol

Bappeda NTB

Koordinasi dan
Sinkronisasi

Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG

Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan
PUG termasuk
PPRG

Sosialisasi
PeningkatanPartisipasi
Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial,

dan Ekonomi



PB.DP3AP2KB.01.02 Perlindungan Perempuan

Dinas Perdagangan

Dinas Perindustrian

UPTD PPPA

Dinas Ketenagakerjaan

DP3AP2KB NTB (Bidang PP)

DP3AP2KB Kab/Kota

Biro Hukum

NGO

BP2MI NTB

Korem WB

Dinas Sosial

Kemenkumham

Polda NTB

Peningkatan
Kapasitas

Sumber Daya
Lebaga

Penyedia
Layanan

Penanganan
bagi

Perempuan
Korban

Kekerasan
Kewenangan

Provinsi
Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan

Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap

Perempuan



PB.DP3AP2KB.01.03 Peningkatan Kualitas Keluarga

DP3AP2KB NTB
(Bidang PHA)

Dinas Koperasi

Pusat
Pembelajaran

Keluarga (Puspaga)

NGO

Peningkatan
Kapasitas

Sumber Daya
Lembaga
Penyedia
Layanan

Peningkatan
Kualitas
Keluarga

Penguatan
Jejaring antar

Lembaga
Penyedia
Layanan

Peningkatan
Kualitas
Keluarga



PB.DP3AP2KB.01.04 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

DP3AP2KB NTB
(Bidang KHP)

Semua PD
Lingkup

Provinsi NTB

Penyusunan Buku Saku
data Gender dan Anak

Pengolahan
Data

Pengumpulan
DataPemberitah

uan kepada
Inatansi
terkait
Linkup
Provinsi
NTB

Rapat
Persiapan



PB.DP3AP2KB.02.01 Pemenuhan Hak Anak

DP3AP2KB NTB
(Bidang PHA)

Semua PD
Lingkup

Provinsi NTB

NGO

Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan

Pemenuhan
Hak Anak pada

Lembaga
Pemerintahan,

Media dan
Dunia Usaha

Koordinasi dan
Singkronisasi
Pelembagaan
Pemenuhan

Hak Anak



PB.DP3AP2KB.02.02 Perlindungan Khusus Anak

DP3AP2KB NTB
(Bidang PKA)

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan

UPTD PPPA

Diskominfotik

Dinas Sosial

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

NGO/Ormas

Koordiansi dan
Singkronisasi
Pencegahaan

Kekerasan
terhadap Anak

Pengembangan
Komunikasi,
Informasi,

Edukasi Anak
yang

Memerlukan
Perlindungan

Khusus

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan

Kapasitas Sumber
Daya Lembaga

Penyedia Layanan
Anak yang

Memerlukan
Perlindungan

Khusus

Koordinasi dan
Sinkronisasi

Penguatan Jejaring
antar Lembaga

Penyedia Layanan
Anak yang

memerlukan
Perlindungan

Khusus



PB.DP3AP2KB.03.01 Pengendalian Penduduk

Dinas
Ketenagakerjaan

BKKBN

Bappeda NTB

DPMPD
& Pencacatan Sipil

DP3AP2KB NTB
(Bidang PPPKB)

Dinas Kesehatan

Kementerian
Agama

Dinas PPKB
Kab/Kota

NGO/Ormas

Advokasi dan
Sosialisasi GDPK
(Grand Design
Pengendalian

Kependudukan) Advokasi dan
Sosialisasi

Pelaksanaan
Pendidikan

Kependudukan Jalur
Formal di SLTA –

MA, jalur Non
formal dan Informal

pada Ormas
Pengelola Kelompok

Kegiatan



PB.DP3AP2KB.03.02 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

DP3AP2KB NTB
(Bidang PPPKB)

BKKBN

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

NGO/Ormas

Peningkatan Peran Serta dan
Kerja Sama Organisasi
Kemasyarakatan dalam

Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Penguatan Kerjasama
dengan Stakeholders dan

Mitra Kerja dalam
Pelaksanaan Advokasi,

Promosi dan KIE Program
KKBPK



PB.DP3AP2KB.03.03 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

DP3AP2KB NTB
(Bidang PPPKB)

BKKBN

DPMPD
& Pencacatan Sipil

Pemerintah
Desa

Pengelola Kelompok
Kegiatan (Poktan)

Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

Peningkatan Kapasitas Mitra
dan Organisasi

Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program

Ketahanan Keluarga melalui
BKB, BKR, BKL, UPPKS dan
Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga

Pelaksanaan Fasilitasi,
Pembimbingan,

Pengembangan, dan
Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK



PB.DP3AP2KB.04.01 Peningkatan Pengelolaan Intern Administrasi

Subag
Perencanaan

Subag Umum
dan

Kepegawaian

Penyusu
nan
dokumen
perecana
an
anggaran
(DPA)

Koordina
si dan
Penyusu
nan
Dokume
n RKA-
SKPD

Koordinasi
dan
Penyusuna
n
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD

Laporan
Pelaksanaan

Keuangan
Kinerja Akhir
Tahun SKPD

Koordin
asi dan
Penyus
unan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisas
i Kinerja
SKPD

Penataus
ahaan
Barang
Milik
Negara

Penyel
enggar
aan
Rapat
Koordi
nasi
dan
Konsult
asi
SKPD

Penyedia
an
Barang
Logistik
SKPD

Fasilitasi
Kunjung
an Tamu

Koordinasi
dan

Penyusunan
Laporan

Pelaksanaan
Keuangan dan
Kinerja Akhir


